
SALINAN

WALI KOTA PALU
PItOVINSI SULAWESI TEN GAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 7  TAHUN 2022

TENTANG
PE r..UBAH ftN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA

NOll OR 35 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
REHABILI" kSI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN PASCABENCANA

ALAN" GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN LIKUIFAKSI TAHAP II

Menimban

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

: a .

WALI KOTA PALU,

bahwa dalam rangka efektifitas d a n  efisiensi
rehabilitasi d a n  r e k o n s t r u k s i  p e r u m a h a n
pascabencana alam Gempa Bumi, Tsunami dan
Likuifaksi d i  K o t a  P a l u ,  p e r l u  d i l a k u k a n
penyesuaian kembali terhadap petunjuk teknis
pemberian b a n t u a n  h i b a h ,  rehabi l i tasi  d a n
rekonstruksi pascabencana alam di Kota Palu;

b. bahwa p e t u n j u k  t e k n i s  rehab i l i t as i  d a n
rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf
a, menjadi dasar dalam pelaksanaan rehabilitasi
dan rekonstruksi rumah korban yang dilakukan
secara transparan dan akuntabel;



c. b a h w a  u n t u k  memberikan kepastian h u k u m
dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah
dalam penyelenggaraan kegiatan rehabi l i tasi
dan rekonstruks i  perumahan pascabencana
alam gempa bumi, tsunami dan likuifaksi tahap
II, perlu ditetapkan petunjuk teknis yang diatur
dalam Peraturan Wali Kota;

d. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf  a, huruf  b, dan huruf  c,
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Perubahan Ketiga a tas  Peraturan Wa l i  Ko ta
Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Rehabilitasi d a n  Rekons t ruks i  Pe rumahan
Pascabencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan
Likuifaksi Tahap II;

Mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Ta h u n  2 0 0 7  Nomor  6 6 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan D a e r a h  ( L e m b a r a n  N e g a r a
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



5587) sebagaimana telah diubah beberapa kal i
terakhir dengan Undang-Undang Nomor  1 1
Tahun 2 0 2 0  tentang Cip ta  Ker ja  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Nomor 6573);

4, Peraturan M e n t e r i  K e u a n g a n  N o m o r
224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah
dari Pemerintah P u s a t  kepada  Pemerintah
Daerah (Be r i t a  Negara  Repub l i k  Indones ia
Tahun 2017 Nomor 1969);

5 Peraturan K e p a l a  B a d a n  N a s i o n a l
Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019
tentang Pemanfaatan H ibah  dan  Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka
Bantuan P e n d a n a a n  R e h a b i l i t a s i  d a n
Rekonstruksi Pascabencana ( B e r i t a  N e g a r a
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 741);

6 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5  Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun
2011 Nomor  5 ,  Tambahan Lembaran Daerah
Kota Palu Nomor 5);

7 Peraturan Wal i  Ko ta  Nomor 3 5  Ta h u n  2019
tentang P e t u n j u k  Te k n i s  Rehabi l i tasi  d a n
Rekonstruksi Perumahan Pascabencana A la in
Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi Tahap II
(Berita Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 35)
sebagaimana t e l a h  d i u b a h  te rakh i r  dengan



Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali
Kota Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis R e h a b i l i t a s i  d a n  R e k o n s t r u k s i
Perumahan Pascabencana Alam Gempa Bumi,
Tsunami dan Likuifaksi Tahap II (Berita Daerah
Kota Palu Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:
Menetapkirt F  ERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN

ETIGA ATAS PERATURAN WALT KOTA NOMOR 35
AHUN 2 0 1 9  TENTANG PETUNJUK T E K N I S

F EHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PERUMAHAN
FASCABENCANA ALAM GEMPA BUMI,  TSUNAMI
I SAN LIKUIFAKSI TAHAP IL

Pasal I
Ketentuar Lampi  ran Peraturan Wal i  Kota Palu Nomor 35  Tahun
2019 t e r  tIng Fe tun juk  Te k n i s  Rehabilitasi d a n  Rekonstruksi
Perumaha r P a s (  abencana A l a m  Gempa  B u m i ,  Ts u n a m i  d a n
Likuifaksi "ahap I  (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 35)
sebagaimf La telal i diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Palu
Nomor T a h u n  2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Wali K a t  N o m o r  3 5  Ta h u n  2 0 1 9  ten tang  Petun juk  Te k n i s
Rehabilita3[ d a n  Rekonstruksi Perumahan Pascabencana A l a m
Gempa Bt : ni, Ts i  nami dan Likuifaksi Tahap II (Berita Daerah Kota
Palu Tahu r 2021 Nomor 13), diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 5ang m .rupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota

Pasal II
Peraturan l ia l i  Ko to i n i  mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setier. orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan `Vali Kcta ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 1  Februari 2022

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundang < an di F alu
pada tang yal 1 Februari 2022
SEKRETA ;IS DAERAH KOTA PALU,

t  :d

IRMA YANTI

BERITA D 6 ERAH KOTA PALU TAHUN 2022 NOMOR 7

salinan :esuai dengan aslinya
Kep Bag ib .n  Hukum,

A
pIP.197 5 0 4  199503 2 005



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 7  TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN K E T I G A ATA S
PERATURAN W A L I  K O T A
NOMOR 3 5  TA H U N  2 0 1 9
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
REHABILITASI D A N
REKONSTRUKSI PERUMAHAN
PASCABENCANA A L A M
GEMPA BUMI, TSUNAMI DAN
LIKUIFAKSI TAHAP II

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar I telaka3kg
Perist s Ta. ber  cana gempa bumi  d i i ku t i  dengan tsunami dan
likuifE 1 si di  u lawes i  Tengah pada tanggal 28 September 2018
di Kot P a l u  Ilan tiga kabupaten lain, Sigi, Donggala dan Parigi
Mout(i tg, me] igakibatkan korban meninggal dunia 2.830 jiwa,
korba z hi lang 701 j iwa, korban l uka  2.537 j iwa dan jumlah
pengu r gsi 53.173 KK  atau 172.999 jiwa. Selain korban jiwa,
benca -. a ters..?.but j uga  mengakibatkan kerusakan aset  d a n
kerug E n pac  a sektor  permukiman, infrastruktur,  ekonomi,
social c an lint as sektor.
Dalai/ rencan a rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang
disusi 1 berdasarkan hasi l  kaj ian kebutuhan pasca bencana
(Jitupigna) E  adan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kota I au, Ka )upaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten
Parigi i louton g diperkirakan nilai kerusakan mencapai Rp.19,30
Trilyu: n i l a i  kerugian Rp.4,86 Tr i lyun dan  n i la i  kebutuhan
pemul i a n  pa .ica bencana Rp.36,40 Trilyun.
Berda:ffkan Inst ruks i  Presiden R I  Nomor  1 0  Ta h u n  2018
Tentait; Perc.patan Rehabilitasi d a n  Rekonstruksi Sulawesi
Tenga 3, Kepa to BNPB mengusulkan alokasi anggaran kepada
Mente • K e t  angan u n t u k  p e n d a n a a n  rehab i l i t as i  d a n
rekom i ruksi pascabencana gempa bumi ,  termasuk bantuan
untuk r e h a l  d a n  rekons t ruks i  p e r u m a h a n  y a n g
dilaks i aakan )leh masyarakat.
Pada )  i a a n  rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
tahap d i  KDta Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah
melalt. i Hibah Luar Negeri telah mengalokasikan dana bantuan
rehabi tas i  da n rekonstruksi perumahan untuk kategori rumah



rusal berat c an pada tahap II melalui Hibah Pemerintah kepada
Peme n tah  Daerah telah dialokasikan dana bantuan rehabilitasi
dan ! k o n s t i  uksi un tuk  kategori rumah rusak berat, rumah
rusal gedang dan rumah rusak ringan.
Tata I  :elola 7emanfaatan hibah d ia tur  oleh PMK Nomor 224
Tahu.i 2017 Ian  Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2019
Tenth r g Pen anfaatan Hibah D a n  Pemerintah Pusat Kepada
Peme n tah  D a e r a h  U n t u k  B a n t u a n  Rehab i l i tas i  d a n
Rekoi aruksi  Pascabencana. Setelah hibah dimaksud masuk di
dalan s k e m  a APBD,  m a k a  t a t a  ke lo la  penyaluran d a n
pema faatannya diatur dengan Permendagri Nomor 32 Tahun
2011 entang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Bersu r fiber D; Sri APBD.
Dalant rang l  a mendukung proses percepatan pelaksanaan
rehab i tasi  dL in rekonstruksi perumahan pascabencana tahap II
di Ko-4. Palu Provinsi Sulawesi Tengah, perlu disusun pedoman
pelak; inaan yang bersifat teknis agar kegiatan rehabilitasi dan
rekonitruksi perumahan dapat berjalan cepat, tepat sasaran,
tertib t.dminitarasi, lancar, efektif, efisien, akuntabel dan sesuai
denga t keten :uan peraturan perundang-undangan.

1.2. Maks i d, 'Fujian dan Sasaran
a. t  csud

Sc I agai a c u a n  b a g i  p e m a n g k u  kepent ingan  d a l a m
pe iksana an k e g i a t a n  rehab i l i t as i  d a n  r e k o n s t r u k s i
per imaha n tahap I I  pascabencana gempa bumi,  tsunami
da l i k u i f a k s i  d i  Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang
pe danaa.mya bersumber dan hibah Pemerintah.

b. TL. j
A€ F. r k e g  atan rehabil i tasi d a n  rekonstruksi perumahan
kc r ban b  encana dapa t  terlaksana dengan cepat,  t e p a t
sa 3iran, t  artib, lancar, efektif, efisien, akuntabel dan sesuai
de - gan ke tentuan peraturan perundang-undangan.

c. Sa aran
1. Sasaran kelembagaan adalah Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Ko ta  Palu Provinsi Sulawesi
Tengal L.

2. Sasaran operasional secara khusus adalah terpenuhinya
konstriksi rumah tahan gempa un tuk  kategori rumah
rusak b e r a t  m e l a l u i  rehabi l i tasi  d a n  rekonst ruks i
perum than pascabencana;

3. Sasaran penerima manfaat adalah masyarakat penerima
bantuE n rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan tahap
[I pasc ibencana di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

1.3. Outpi
Terba I ;unite rperbaildnya rumah terdampak bencana u n t u k
kateg i i rumrum<eh rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan



pasca encanE. gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu
Provir S u  v e s i  Tengah.

1.4. Ruani Lingkt ip
Petun l k  telmis in i  memuat prinsip dasar, kebijakan, strategi,
kriter p e n e l i m a  bantuan, organisasi pelaksana dan tahapan
prose: pelaks inaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban.

1.5. Peng( r tian
a. RE a d a l a h  perbaikan dan pemulihan semua aspek

pei Lyanan pub l i k  a tau  masyarakat sampai t ingkat  yang
nadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama

nc r malisa3i a tau  berjalannya secara wajar  semua aspek
pe nerinta. Zan d a n  kehidupan masyarakat pada wi layah
pa = z•abenc ana;

b. R c  ; onstru csi a d a l a h  pembangunan  k e m b a l i  s e m u a
pr. Parana d a n  sarana serta kelembagaan pada  wi layah
pa Is,abenc ana b a i k  pada t ingkat  pemerintahan maupun
mi Iyarak4 Lt d e n g a n  s a s a r a n  u t a m a  t u m b u h  d a n
be .cembangnya kegiatan ekonomi,  sos ia l  d a n  budaya,
tel .knya I Lukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta
ml.:Iyarakk d a l a m  segala aspek kehidupan bermasyarakat
pa j a wilay ah pascabencana;

c. H i )  7.11. d a  Pemer in tah  kepada Pemerintah Daerah yang
se E njutny a d i sebu t  H i b a h  a d a l a h  pember ian dengan
pe 7 galihari h a k  a t a s  sesuatu d a r i  Pemerintah kepada
Pe nerinta: i Daerah yang secara spesifik te lah ditetapkan
pe • intuka nnya dan dilakukan melalui perjanjian;

d. P e  : anjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut  PHD
ad 3 lah l i  esepakatan t e r t u l i s  mengena i  h i b a h  a n t a r a
Pea Lerinta] i dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam
pe anj ian atau bentuk lain yang dipersamakan;

e. BG r tuan r e h a b i l i t a s i  d a n  r e k o n s t r u k s i  p e r u m a h a n
pa 3 .7abenc 2na adalah dana bantuan stimulan yang diberikan
un t 11( - e h a b i l i t a s i  d a n  r e k o n s t r u k s i  p e r u m a h a n
pa ..abenc Ina yang memenuhi standar teknis tahan gempa;

f. B o  r tuan S o s i a l  a d a l a h  pember i an  b a n t u a n  b e r u p a
ua g/bara rig d a r i  pemerintah daerah kepada ind iv idu,
ket.arga, kelompok dan/a tau  masyarakat yang sifatnya
tid k  sea. ra terus menerus dan  selektif  yang bertujuan
un t rk mel ndungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Pe 1 Imahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dar i
pe: 7 nukim. in, baik perkotaan maupun perKelurahanan, yang
dilr igkapi dengan prasarana, sarana, dan  ut i l i tas umum
sel igai ha sil upaya pemenuhan rumah yang layak huni;

h. R u  tah tat an gempa disingkat RTG adalah bangunan gedung
ko i  struksi t a h a n  gempa yang berfungsi sebagai tempat
tin a gal yEng l a y a k  h u n i ,  sa rana  pembinaan keluarga,

g.



cc r minan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi
p( r Zilikny i;

i. Pwdampir tgan ada lah  kegiatan y a n g  d i lakukan  u n t u k
n-nldamp ingi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi d i
Ku a P a l  a y a n g  dilaksanakan o l e h  masyarakat secara
m 3 ndiri rr aupun secara kontraktual;
Pt vgguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pE j that pemegang kewenangan penggunaan anggaran
kc t ienteri an n e g a r a / l e m b a g a  p e m e r i n t a h
n( ikemer .terian/lembaga yang bersangkutan;

k. Pi r tban tu  Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
P1 a d a l  ah u n i t  organisasi d i  l ingkungan Kementerian
K( 'Langan y a n g  ditetapkan o leh  M e n  teri Keuangan d a n
bE r tanggu ng jawab atas pengelolaan anggaran;

1. K i  zsa Pe tgguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA
Hi t ah adE lah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk
m aksant ikan sebagian kewenangan dan  tanggung jawab
pE r gguna un a n g g a r a n  k e m e n t e r i a n  negara / l embaga
pe r rerinta h non kementerian yang bersangkutan;

m. PE i, that Pombuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK
ac E lah p (  jabat yang diberi kewenangan u n t u k  mengelola
hi h  dar mengambil keputusan atau tindakan yang dapat

igakibt itkan pengeluaran anggaran;
n. Per  that . 'e laksana Te k n i s  Keg ia tan y a n g  se lan ju tnya

di; ngkat  PPTK adalah pejabat pada uni t  kerja SKPD yang
aksant Lkan s a t u  a tau  beberapa kegiatan d a n  s u a t u

pr gram s suai dengan bidang tugasnya.
o. B f  r dahara Pengeluaran yang selanjutnya adalah disingkat

BF adala:  i pejabat fungsional yang d i tun juk  menerima,
wimpa ri, m e m b a y a r k a n ,  m e n a t a u s a h a k a n  d a n

MI : nperta iggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam
ra i gka pel aksanaan APBD pada SKPD;

p. BE r dahara Pengeluaran Pemban tu  y a n g  se lan ju tnya
i Igkat 13PP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu

Br u n t u k  melaksanakan pembayaran kepada yang berhak
gu - a kelat icaran pelaksanaan kegiatan tertentu;

q. T t r  i Tekni ;  adalah t im yang ditetapkan oleh Walikota atas
us Ian  Kopala Pelaksana BPBD terdi r i  da r i  OPD tekn is
ter F ait;

r. Tra  Penda rnping Nasional (TPN) adalah tim yang diberi kuasa
BNPE; un tuk  melakukan supervisi dan pendampingan

pe t ksana to percepatan rehabi l i tas i  d a n  rekons t ruks i
pe: imaha z pascabencana gempa  b u m i ,  t s u n a m i  d a n
lik ; ifaksi (li Sulawesi Tengah;

s. T i r  Penclo mping Percepatan Pembangunan Perumahan (TP4)
ad i [ah t i  m pendamping d a e r a h  u n t u k  mendampingi
pe. c ksana to rehabi l i tasi  d a n  rekonst ruks i  pe rumahan



pi. ;caber'. :;ana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi d i  Kota
P; L u Prov ;nsi Sulawesi Tengah;

t. T  Pendamping Masyarakat (TPM) adalah Tim yang terdiri
di i 7 unsu r TNI, Polri, Kejari, APIP, Camat;

u. T r  i Pend 2mping Wilayah (TPW) adalah t im yang terdiri atas
u s u r  Lu -ah dan mitra kerja kelurahan;

v. T  r i Pend Ikung Pembangunan (TPP) adalah unsur TNI yang
Tr f mbant a masyarakat  u n t u k  percepatan pelaksanaan
re I .abilita si dan rekonstruksi perumahan pascabencana;

w. K  i -ban Iencana adalah warga terdamak bencana Gempa
B m i ,  Te unami, Likuifaksi yang terjadi pada tanggal 2 8
Si r )tembe r 2018 di Kota Palu;

x. B  I 1k Pe iyalur adalah B a n k  Pemerintah yang  d i t un juk
se 1 oagai p d a n a  bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi
•  'umatu pascabencana.

y. P  f ak Ko: itraktor adalah pihak yang berbadan hukum dan
al: t.n m f  ngikat perjanj ian ker jasama dengan pener ima
•  i t uan  dalam ha l  pelaksanaan pekerjaan pembangunan

: nah m Ddel pabrikasi dan atau model konvensional yang
t i lak  dike rjakan secara mandiri.

1.6. Dasa: • Hukut a
a. U  dang U n d a n g  N o m o r  2 4  Ta h u n  2 0 0 7  Te n t a n g

P4 tanggu Langan Bencana;
b. Pe :  aturar. Pemerintah Nomor  2 1  Ta h u n  2 0 0 8  Tentang

PI Ityelerq garaan Penanggulangan Bencana;
c. 134 i aturar. Pemerintah Nomor  2 2  Ta h u n  2 0 0 8  tentang

Pt Liclanaa n dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
d. P t ]  aturar. Presiden Nomor 1  Ta h u n  2019 tentang Badan

N. t 3 e n g a n g g u l a n g a n  Bencana;
e. ; : ) u t u s a . 1  Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Satuan

, Penanggu langan  Bencana di  Provinsi Nusa Tenggara
a,,ut ,  P r  winsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak

i anya;
f. I n  t ruksi  Pres iden N o m o r  1 0  Ta h u n  2 0 1 8  t e n t a n g

Pet cepatal Rehabilitasi d a n  Rekonstruksi Pascabencana
GI! npabu ni dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan
W ayah T erdampak Lainnya;
Pet aturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 3 2  Ta h u n  2011
r̀e t.tang 'edoman Pemberian Hibah d a n  Bantuan Sosial
IrC 1 lg Ber  ;umber Dan  Anggaran Pendapatan dan  Belanja
•  L .rah (A PBD), beserta perubahannya;

h. M I K  Nom or 224 / PMK .07/2017 Tentang Pengelolaan Hibah
a  P e n t (  rintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;

raturan BNPB Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan
Hi a h  Da ri Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
Ui i :uk B a n t u a n  R e h a b i l i t a s i  d a n  R e k o n s t r u k s i

5cabenc ana.

g.



lduan Percepatan Rehab i l i tas i  d a n  Rekons t ruks i
P.! umah, in Pascabencana Gempa B u m i ,  Ts u n a m i  d a n
L I :uifaks D i  Sulawesi Tengah yang ditetapkan oleh Deputi
R!labil i t; Lsi dan  Rekonstruksi BNPB tanggal 1 7  Oktober
2 )19.



BAB I I
I HIRSH' DASAR, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN

}:RITERIA PENERIMA BANTUAN

2.1. Prins t Dasa r
a. B .  t -ituan r e h a b i l i t a s i  d a n  r e k o n s t r u k s i  p e r u m a h a n

p; ;cabeniana adalah dana bantuan sosial yang merupakan
st nulan pembangunan r u m a h  k o r b a n  bencana y a n g
m menul: i standar teknis tahan gempa yang bersumber dari
di. h i b e  h pemerintah pusat kepada pemerintah daerah;

b. D13ksane kan secara cepat, terencana, terpadu, terkoordinir
di_i se ta  -as dengan perencanaan pembangunan daerah
bt basis pengurangan risiko bencana.

2.2. Kebij kan
a. 13(iigguna an a n g g a r a n  h i b a h  m e n g i k u t i  m e k a n i s m e

pc rgelola k e u a n g a n  daerah a tau APBD sesuai dengan
p( r aturan perundang-undangan;

b. P t  i igguna an h i bah  kegiatan percepatan rehabil i tasi d a n
re r onstru ksi perumahan pascabencana berupa ban tuan
st nulan lana pembangunan rumah dengan besaran:
1. R p .  5C .000.000 untuk rumah rusak berat;
2. R p .  2.000.000 untuk rumah rusak sedang; dan
3. R p .  1C .000.000 untuk rumah rusak ringan.

c. R iLe r ima  b a n t u a n  r e h a b i l i t a s i  d a n  r e k o n s t r u k s i
p; ,cabencana adalah masyarakat korban bencana yang
tin nanya tercantum dalam daftar penerima bantuan yang
te .h  dite1apkan oleh Walikota;

d. 13( r .erima b a n t u a n  r e h a b i l i t a s i  d a n  r e k o n s t r u k s i
pet cabencana akan menerima penyaluran dana bantuan
1(1IcY0 dar Pemerintah Kota Palu melalui Bank Penyalur yang
te ; h ditu: ijuk;

e. B ;  tic Pen valur yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud
pc i it 2.2. hu ru f  d akan memfasilitasi pembukaan rekening
at 13 nam; i penerima bantuan dan pencairan dana bantuan
o1 i  penei ima bantuan dengan sisa saldo nol rupiah.

f. P e  r erima b a n t u a n  r e h a b i l i t a s i  d a n  r e k o n s t r u k s i
pa E cabenc ana w a j i b  m e m p e r t a n g g u n g j a w a b k a n
pe gelolaz nnya d e n g a n  t a t a  c a r a  d a n  m e k a n i s m e
pe gelolaz n keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

2.3. Strati

a. R e  i abilita d a n  r e k o n s t r u k s i ,  k h u s u s n y a  u n t u k
pe Lbangu nan rumah pascabencana kategori rumah rusak
be -rt dilal:ukan di lokasi semula (in-situ) dan berada di luar
zo: r 3 r a v  ran b e n c a n a  (ZRB)  berdasarkan k e p u t u s a n
Pei ierinta:l Kota Palu;



b. R .  i a b i l i t  si d a n  r e k o n s t r u k s i ,  k h u s u s n y a  u n t u k
pf] nbangunan rumah pascabencana kategori rumah rusak
bt a t  dar at juga dilakukan d i  lokasi baru (ex-situ) d i  atas
ta r ah/lal an milik sendiri dan masih berada di wilayah Kota
131:u serta d i  luar  zona berbahaya berdasarkan keputusan
P( r nerint h Kota Palu;

c. R  s i  d a n  r e k o n s t r u k s i ,  k h u s u s n y a  u n t u k
pe nbangunan rumah pascabencana kategori rumah rusak
ix 3 at dap at dilakukan dengan menggunakan material kayu
sq,anjani: memenuhi syarat dan ketentuan; (1) rumah awal
m rupak  n  bangunan yang terbuat dar i  kayu  d a n  a tau
n inah  t r  adisional; (2) Rumah kayu yang akan dibangun
m menul-. i syarat bangunan Rumah Tahan Gempa (RTG),
di :1 (3) Ti lak memanfaatkan dana bantuan untuk pembelian
m terial .cayu yang diperoleh secara ilegal atau tanpa i j in
di p i h a l :  yang berwenang.

d. R .  i a b i l i t  si dan rekonstruksi, khususnya untuk perbaikan
riah p  iscabencana kategori r umah  rusak  sedang d a n

rt.( ak r in gan hanya dapat dilakukan d i  bangunan rumah
SE r Zula y  mg mengalami kerusakan saat terjadi bencana.
U t u k  ru nah yang berada di Zona Rawan Bencana (ZRB-III
di :1 ZRB- Ai) j ika penerima bantuan tetap ingin memperbaiki
n  inahnp I. yang  r u s a k  d i  l okas i  tersebut, m a k a  y a n g
lx i sanglo itan w a j i b  m e m b u  at p e r n y a t a a n
pt I tango; ngjawaban mutlak secara khusus.

e. R .  tabi l l i t  Isi d a n  rekonstruksi perumahan pascabencana
di iksana kan dengan mengakomodir aspirasi masyarakat
to Pampa z bencana yang rumahnya dibangun kembali atau
di erbaik ;

f. R . :  s i  d a n  rekonstruksi  perumahan pascabencana
bt o r i en t  si p a d a  pengurangan r i s i k o  b e n c a n a  d a n
di tkukar pendampingan masyarakat yang pelaksanaannya
di oordin isikan oleh BPBD Kota Palu;
M!Libatka n tokoh masyarakat, pemuka agama dan  adat,
TI I /Polri u n t u k  pendamp ingan  m a s y a r a k a t  d a l a m
pd 3ksanz an rehabi l i tas i  d a n  rekonst ruks i  pe rumahan
•  : caben. ana;

h. M  Libatka n Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Pt. ;at dait iatau Perwakilan d i  daerah serta Tim Pengawal
dk] t P e n  Taman Pemerintah d a n  Pembangunan Daerah
(T = 413) u n t u k  pendamp ingan  a k u n t a b i l i t a s  d a l a m
pd aksane an rehabi l i tas i  d a n  rekonst ruks i  pe rumahan
ix 1 .caben( :ana.

2.4. Krite a  Pent prima Bantuan
a. K d u a r g a  yang kehilangan rumah dan a tau  rusak akibat

Nt.cana ( rusak berat/rusak sedang/rusak ringan) ser ta
m npuny  ai bukti kepemilikan rumah/lahan yang sah.

g.



b. R t  : nah sebagaimana dimaksud h u r u f  point 2.4. h u r u f  a
ad lah  m a h  hun ian  ba i k  berupa hun ian  yang berdir i
se i i i r i  maupun hunian yang sekaligus digunakan sebagai
tei • pat us tha;

c. B L  I :ti kepemilikan rumah/ lahan sebagaimana dimaksud
po nt 2.4. huruf  a dapat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM),
Bt J u a l  Beli, SKPT, Penyerahan Hibah dan Waris.

d. K e  K e :  uarga terdaftar sebagai penerima bantuan sesuai
ka 'gori d n g k a t  kerusakan r u m a h  berdasarkan d a t a
pe] t prima hantuan yang telah ditetapkan oleh Walikota;

e. S e  f glum c itetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud
po: t t 2.4. huru f  d di atas. BPBD Kota Palu terlebih dahulu
me tticukar proses verifikasi d a n  validasi da ta  penerima
ba: ▶ man c  engan merujuk hasi l  assesment Dinas PU /Tim
Tel : iis Kot Palu.

f. K e ;  i l a  Keluarga yang memiliki rumah lebih dart satu dan
ru: k  karena bencana hanya diberi dana bantuan un tuk
sat . rumalt;
Ba i tuan diber ikan u n t u k  kepala keluarga yang  be lum
dai 'a tau  tidak sedang dalam proses mendapatkan bantuan
rut ah  dar sumber pendanaan lain;

h. A p t  K e  pala Keluarga meninggal dunia, maka ahli waris
hat i is berLak mendapat penggantian satu rumah, walaupun
atilt war is  lebih da r i  sa tu  orang. A h l i  war is  yang akan
me ',erima bantuan dana  rumah  didasarkan pada  su ra t
ket!rangar. Lurah  berdasarkan kesepakatan bersama para
ahl i waris;

i. A p m  K t  pala Keluarga berhalangan karena sakit, cacat
dai t atau e rada  di luar kota dalam waktu yang lama, maka
yat ;  bersangkutan dapat memberikan kuasa penuh kepada
ant ;ota Ict!luarganya dengan diketahui oleh Lurah un tuk
aW nams penerima bantuan menjalankan segala urusan
ter k i t  den gan bantuan yang diterima.

2.5. Model J'embaiigunan Rumah
Khusu E u n t u l  penerima bantuan kategori Rumah Rusak Berat
dapat temi l ih  model pembangunan rumah sebagai berikut :
a. P e i  • bang-LiIan Rumah Model  Pabrikasi (dikerjakan o leh

Pit k  Kont raktor);
b. P e i  :bangu Ian Rumah Model Konvensional Kontraktual (di

kei i lcan o .eh Pihak Kontraktor);
c. P e i  : bangu. Ian R u m a h  M o d e l  P a b r i k a s i  d a n  a t a u

Ko vensioiial Mandi r i  ( d i  ker jakan secara mand i r i  o l eh
pei unima 1 antuan).

g.



BAB I I I
PENGORGANISASIAN PERCEPATAN

REHA BILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH

3.1. Orgar isasi Pungelola Kegiatan
Orgarkasi r  engelola percepatan kegiatan rehabi l i tasi  d a n
rekon ; ruksi perumahan pascabencana yang didanai dengan
Hibah da r i  F  emerintah Pusat ke  Pemerintah Daerah sebagai
beriki. :
a. P e  - Lerinta

1. Mente; i Keuangan sebagai Pengguna Anggaran. (PA);
2. Direkt i  it Jendera l  Perimbangan Keuangan sebaga i

Pemba ntu Pengguna Anggaran (PPA) Hibah;
3. D i rek t i i r  Pembiayaan d a n  Kapasitas Daerah sebagai

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Hibah;
4. Kepala B N P B  c . q .  D e p u t i  B idang  Rehabil i tasi d a n

Rekon;truksi selaku Executing Agency.
b. P e  : Lerinta 1 Provinsi

1. G u b e n  Lur Sulawesi Tengah;
2. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah.

c. P e  7 Lerinta a Kota Palu Palu
1. Wa l i ko  to Palu;
2. Kepala Pelaksana BPBD selaku Pengguna Anggaran (PA);
3. K u a s a  Pengguna Anggaran (KPA)
4. Pejaba:  Pembuat Komitmen (PPK) ;
5. Pejaba Penatausahaan Keuangan;
6. Pejaba Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
7. Benda} iara Pengeluaran (BP);
8. r i m  Te
9. T i m  ML ▶n i t o r i n g ;
10. renage Pendukung Administrasi Keuangan
11. Tim 0  perator Verifikasi Penginputan dan  Pengelolaan

Data;
12. r i m  Inibrmasi dan Teknologi
13. r i m  Pengawa l  d a n  Pengaman  Pemer in tah  d a n

Pemba agunan Daerah (TP4D);
14. '2-amat
15. Lurah.

d. T i r  i Pendamping Nasional (TPN) adalah t im yang terdiri dari
be' ) .rapa :enaga Ahl i  yang diberi kewenangan oleh BNPB
un t mendarnp ing i  BPBD Kota Palu dan BPBD Kabupaten
lai i nya c  alam pelaksanaan keg ia tan  rehabi l i tas i  d a n
rel s▶nstrul.si perumahan pascabencana dar i  awal  hingga
ak i ir;

e. T i t  i Penga Nal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan
Da rah (TI '4D) yang akan ditugaskan di masing-masing Kota
ter i r i  dari :
1. Afa l iko a Palu



2. Ke tua  DPRD Kota Palu
3. Kepale Kejaksaan Negeri Kota Palu
4. Kepale Kepolisian Resor Kota Palu
5. Komar Klan Kodim 1306 Kota Palu
6. Sekret  iris Daerah Kota Palu
7. Kepale Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
8. Kepale Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah
9. Kepale BAPPEDA Kota Palu
1C Kepale Pelaksana BPBD Kota Palu

f. P e n d a m p i n g  Percepatan Pembangunan Perumahan
(T.' I) Run ah Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rumah Rusak

ckngan ketentuan sebagai berikut:
(a) TP4 F  umah Rusak Berat, Rusak Sedang dan  Rusak

Ringai t terdiri dari
( I ) Kc  ordinator;
(2) As  .step Bidang Perencanaan dan Pengawasan;
(3) A s  sten Bidang Pembiayaan dan Keuangan;

(b) Satu  T i m  A s i s t e n  ber tanggungjawab t e r h a d a p
penyal uran, p e n g a w a s a n  s e r t a  L a p o r a n
pertan ggungjawaban t e r h a d a p  pemanfaa tan  d a n a
bantunn dengan j u m l a h  d a t a  ± 2 0 0  K K  Penerima
Bantu, tn. Dan juga mempertimbangkan hal -  hal sebagai
beriku t :

- K  ondisi sebaran data BNBA antar Kelurahan dan
a atar warga dalam Kelurahan;

- J  Irak jangkauan dan kendala mobilitas sasaran
o Jjek rumah warga penerima bantuan;

- F  rekuensi k u n j u n g a n  p e t u g a s  p e n g a w a s a n
p.natakelolaan peman faa tan  d a n a  b a n t u a n ,
p.ngawasan serta administrasi.

Tit- Pend  Lmpingan Masyarakat (TPM) dibentuk d i  t ingkat
ke i.matar L dan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
1. rental.; i Nasional Indonesia (TNI);
2. Kepolif. ian Republik Indonesia (Polri);
3. Kejaks taan Negeri (Kejari) Palu;
4. k p a r a t  Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kota Palu;
5. Camat

h. T i i  Penda mping Warga (TPW) dibentuk di tingkat Kelurahan
da terd i r i  dari unsur-unsur sebagai berikut :
1. Kepala Lurah
2. U n s u r  Mitra Kelurahan

i. Te :  t tga Pc ndukung Pembangunan (unsur TNI) yang akan
dit gaskat i s e c a r a  l a n g s u n g  m e m b a n t u  m a s y a r a k a t
me hksane kan kegiatan pembangunan rumah.

g.

2.2. Tugas :l'okok Dan Fungsi Pengelola Kegiatan
a. T u  a as utai na Pemerintah Kota Palu Palu adalah :

1. Wal iko  :a Palu



(a) 1111( mberikan arahan da lam kebijakan u m u m  d a n
sti ategi pelaksanaan rehabilitasi d a n  rekonstruksi
pe :-umahan pascabencana;

(b) Me netapkan langkah-langkah strategis dalam rangka
mcnghadapi dan mengatasi kendala dan hambatan
pe .aksanaan r e h a b i l i t a s i  d a n  r e k o n s t r u k s i
pe umahan pascabencana;

(c) Mcrumuskan s t r a t e g i  d a n  k e b i j a k a n  d e n g a n
me ,mperhatikan aspek sosial budaya dan  kearifan
lol:al serta aspirasi masyarakat;

(d) ME netapkan Surat  Keputusan penetapan penerima
ba rituan d a n a  pembangunan r u m a h  berdasarkan
tin gkat kerusakan rumah;
Me netapkan T i m  P e n g a w a l  d a n  P e n g a m a n
Pe nerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), Tim
Pe ldamping Masyarakat (TPM) dan Tim Pendamping

irga (TPW);
(f) M (  netapkan Pengguna  A n g g a r a n  ( PA ) ,  K u a s a

Pe igguna A n g g a r a n  ( K P A )  /Pejabat P e m b u a t
Komitrnen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK), Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara
Pe lgeluaran Pembantu (BPP) sesuai kebutuhan.
M( ndelegasikan kepada Kepala BPKAD Kota  Palu
un tuk melakukan proses penyaluran dana bantuan
da R K U D  ke  rekening penerima bantuan melalui
Ba nk Pemerintah y a n g  d i t u n j u k  sebagai b a n k
pe: iyalur;

2. Kepak. Pelaksana BPBD Kota Palu
(a) Mc nyelenggarakan s o s i a l i s a s i  p r o g r a m  d a n

ko m-dinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pe: -umahan pascabencana;

(b) Mf nyusun langkah percepatan kegiatan rehabilitasi
da 1 rekonstruksi perumahan pascabencana;

(c) Mc ngendalikan p e l a k s a n a a n  r e h a b i l i t a s i  d a n
rekonstruksi perumahan pascabencana;

(d) M t  mfasilitasi penyelesaian masalah di lapangan;
(e) Mc lakukan mon i t o r i ng  d a n  eva luas i  t e r h a d a p

aksanaan r e h a b i l i t a s i  d a n  r e k o n s t r u k s i
pe: -umahan pascabencana serta melaporkan kepada
Wk:likota Palu;

(f) ME ngusulkan k e p a d a  Wa l i k o t a  P a l u  t e n t a n g
pe: igangkatan Pengguna Anggaran (PA) ,  K u a s a
Pe: igguna A n g g a r a n  ( K PA ) ,  P e j a b a t  P e m b u a t
Kornitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(P1 TK), Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara
Pe: igeluaran Pembantu (BPP) sesuai kebutuhan.

(e)

(g)



(g) Mtngusulkan Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dan
Tip n Pendamping Warga (TPW) kepada Walikota Palu
u r tuk  ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota
Pa Eli;

(h) Mclaksanalcan r e k r u t m e n  d a n  s e l e k s i  T i m
Pe ulamping Percepatan Pembangunan Perumahan
(T1'4) d a n  menetapkan dengan S u r a t  Keputusan
Ke pala Pelaksana BPBD Kota Palu;
Me laksanakan pelatihan dan pembekalan kepada Tim
Pe lciamping Percepatan Pembangunan Perumahan
(T1'4);

(j) Me nyampaikan surat rekomendasi penyaluran Dana
Bantuan dari RKUD ke Rekening Penerima Bantuan
ke aada Walikota Palu c.q. BPKAD Kota Palu;

(k) Is.4( mberikan rekomendasi pencairan dana bantuan
ya ig akan dilakukan oleh Penerima Bantuan di Bank
Pe 'nerintah y a n g  t e l a h  d i t u n j u k  sebagai  b a n k
pe iyalur;

(1) M (  nyampaikan laporan pelaksanaan rehabilitasi dan
rel:onstruksi perumahan pascabencana dan realisasi
ke langan kepada Walikota Palu dan Kepala BNPB
c.c . Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA P e j a b a t  Pembuat Komitmen yang selanjutnya
dising cat PPK adalah pejabat yang memperoleh kuasa
dari P 4 untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggt Eng j a w a b  penggunaan anggaran kementerian
negark ./lembaga pemer intah n o n  kementer ian y a n g
bersar gkutan d a n  y a n g  d i b e r i  kewenangan u n t u k
mengc Iola h i b a h  d a n  mengambi l  kepu tusan  a t a u
tindali an y a n g  d a p a t  mengakibatkan pengeluaran
an gga: ;

(i)

4. Pejaba t Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK melaksanalcan satu atau beberapa kegiatan dar i
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Benda hara Pengeluaran (BP)
Menja ankan tugas secara fungsional un tuk  menerima,
menyi: npan, membayarkan,  menatausahakan d a n
memp!rtanggungjawabkan u a n g  pendapatan d a e r a h
dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabil itasi d a n
rekonf. truksi perumahan pascabencana.

6. T i m  T( knis
Tim tc knis merupakan Tim yang di tunjuk oleh kepala
pelaks Ana BPBD yang berasal dari l ingkup OPD terkait
dan m .rnpunyai tugas:
(a) m  emberikan pendapat d a n  pertimbangan tekn is

Ic( 'pada Tim Pendamping Masyarakat, Tim Fasilitator



cl; B a d a n  Penanggulangan Bencana Daerah terkait
p( laksanaan kegiatan;

(b) me lakukan  koreksi terhadap hal-hal yang bersifat
te kris pelaksanaan Ti m  Pendamping Masyarakat,
Ti m Fasilitator dan Badan Penanggulangan Bencana
D. terah terkait pelaksanaan kegiatan;

:c) t h . p a t  memberikan saran teknis kepada kelompok
m a.syarakat terkait pelaksanaan kegiatan; dan

:d) 1 - h a l  l a i n  yang dianggap per lu  te rka i t  tekn is
pe laksanaan kegiatan seperti zona rawan bencana
dE n bangunan tahan gempa.

7. r i m  Monitoring
rim te (nis merupakan Tim yang di tunjuk oleh kepala
pelaksl <na BPBD yang berasal dari l ingkup OPD terkait
Ian rn( mpunyai tugas:
a) m t  1akukan monitor ing d a n  evaluasi da ta  warga

penerima dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi
ru mah pasca bencana alam di Kota Palu;

b) m .  'mastikan kebenaran d a n  keakura tan  h a s i l
pe ngelolaan, monitoring dan evaluasi da ta  warga
penerima dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi
ru mah pascabencana.

8. r enaga  Pendukung Administrasi Keuangan
rim yang d i tun juk oleh kepala pelaksana BPBD yang
xrasal dari lingkup OPD dan mempunyai tugas:
a) M 4  !mbantu K u a s a  Pengguna Anggaran  d a l a m

pe ngujian atas tagihan;
b) ' m b a n t u  Kuasa Pengguna Anggaran dalam h a l

pe ngadaan ikatan/per janj ian Kerjasama dengan
piliak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
m(!mbantu pe jaba t  p e m b u a t  kom i tmen  d a l a m
ad ministrasi dokumen pelaksanaan kegiatan;

d) m t  mbantu P P K  m e n e t a p k a n  s p e s i f i k a s i
tel a c u a n  kerja;

e) M I  'mbantu p e j a b a t  pe laksana t e k n i s  keg ia tan
la.porkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

mi i-nbantu pe jaba t  pe laksana t e k n i s  keg ia tan
ms myiapkan d o k u m e n  a n g g a r a n  a t a s  b e b a n
pe ngeluaran pe laksanaan k e g i a t a n  m e n c a k u p
do kumen administrasi kegiatan maupun dokumen
ad ministrasi y a n g  t e r k a i t  dengan  persyaratan
pe mbayaran y a n g  d i t e tapkan  s e s u a i  d e n g a n
ke :entuan perundang-undangan.

f)



9. T i m  Operator Verifikasi Penginputan dan  Pengelolaan
Data;
Tim y ang d i tun juk oleh kepala pelaksana BPBD yang
berast d a r i  lingkup OPD dan mempunyai tugas:
(a) N  [elakukan ver i f i kas i  ke lengkapan admin is t ras i

thrhadap data BNBA warga calon penerima dana
h ibah rehab i l i t as i  d a n  r e k o n s t r u k s i  r u m a h
p ascabencana alam di Kota Palu;

(b) A  ialaksanakan penginputan d a t a  w a r g a  c a l o n
p enerima d a n a  bantuan h i b a h  rehabil i tasi d a n
nkonstruksi rumah pascabencana, yaitu :

- N a m a  Warga Penerima Bantuan;
- A l a m a t  objek rumah Warga Penerima Bantuan;
- N o m o r  NIK KTP Warga Penerima Bantuan;
- N o m o r  K a r t u  K e l u a r g a  W a r g a  Pene r ima

Bantuan;
- Kategor i  Kerusakan rumah;

(c) N:emastikan kembal i  kebenaran d a n  keakuratan
h asil penginputan data warga calon penerima dana
b antuan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi rumah
p ascabencana;

(d) N  enyiapkan h a s i l  peng inpu tan  w a r g a  c a l o n
penerima, berupa daftar data BNBA Warga, yang
a can ditetapkan dalam Sura t  Keputusan Kepala
E aerah sebagai penerima d a n a  bantuan h i b a h
rchabilitasi dan rekonstruksi rumah pascabencana.

IC T i m  In formasi dan Teknologi
(a) r r  enyediakan informasi yang bersifat terbuka dan

d spat diakses oleh publik;
(b) i t  engelola database d a n  memberikan dukungan

tt knologi secara Profesional, seksama dan penuh
nggung jawab;

(c) n  enerima d a t a / d o k u m e n  d a n  m e m e r i k m s a
k  ilengkapan data serta menginput data pada sistem

Aikasi,
(d) t r  enjaga semua sistem clan dokumentasi aplikasi,

d m membantu team terhadap masalah computer.
7. Carnal

Mends kung kelancaran pelaksanaan rehabil i tasi d a n
rekonE truksi perumahan pascabencana d iantaranya
membantu sosialisasi, a k t i f  membantu menyelesaikan
konflil yang terjadi, dan aktif mendorong dan membantu



Pemei intah Kelurahan, TPM,  T P W  d a n  T P 4  d a l a m
memf isilitasi kegiatan masyarakat.

8 L u r a l ]
Sebagai pendukung kegiatan pelaksanaan rehabilitasi
dan rAonstruksi perumahan pascabencana di lapangan,
Kepal & Kelurahan/Lurah bertugas antara lain:
(a) M!mbantu proses kegiatan pendataan, verifikasi dan

va lidasi, u j i  public, sosialisasi, pengorganisasian dan
pc nguatan masyarakat, se r ta  da lam pelaksanaan
re labilitasi d a n  r e k o n s t r u k s i  p e r u m a h a n
pG scabencana;

(b) M,merbitkan Surat Keterangan terkait status lahan
at is warga yang t idak memil iki  buk t i  kepemilikan
yang sah;

(c) Wnerb i tkan Su ra t  Keterangan te rka i t  a h l i  war i s
pe nerima Bantuan Dana Rumah korban bencana;

(d) Wnerbi tkan surat-surat keterangan lainnya sesuai
ke butuhan masyarakat da lam ka f tan  kelancaran
pe laksanaan r e h a b i l i t a s i  d a n  r e k o n s t r u k s i
pe rumahan pascabencana;

(e) Ml!mbantu memfasilitasi dan menyelesaikan konfl ik
m. Lsyarakat yang terjadi.

9 T i m  P!ndamping Nasional (TPN)
(a) W a k u k a n  koordinasi dengan pihak-pihak terkai t

da lam pelaksanaan percepatan rehabi l i tas i  d a n
relconstruksi perumahan pascabencana d i  t ingkat
Pr winisi dan Kota Palu;

(b) Mclakukan ident i f ikas i  d a n  m e m b u a t  r u m u s a n
pe Faksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi
pe rumahan pascabencana di Kota Palu;
Wlakukan monitor ing d a n  evaluasi pelaksanaan
kegiatan percepatan rehabil itasi d a n  rekonstruksi
pe •-umahan pascabencana;

(d) Mungidentifikasi p e r m a s a l a h a n ,  m e r u m u s k a n
ref icana t i n d a k  d a n  memfasi l i tasi  penyelesaian
mi.isalah yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan
pe -cepatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan
pa scabencana di Kota Palu;

(e) Me lakukan pendampingan administrasi, manajemen
da l  perencanaan teknis/non tekn is  u n t u k  BPBD
Kota Palu;

1 t Tim Pmdamping Percepatan Pembangunan Perumahan
(TP4)

(c)



(a) Mulakukan p e n d a m p i n g a n  p e r e n c a n a a n ,
pe agorganisasian, pelaksanaan d a n  administ rasi
pe aporan keg ia tan  percepatan rehabi l i tasi  d a n
rel zonstruksi perumahan pascabencana;

(b) Me mberikan pendampingan dan pengawasan teknis
da [am p r o s e s  r e k o n s t r u k s i  p e r u m a h a n
pa -icabencana sesuai kaidah teknis yang berlaku;

(c) NI( lakukan pendampingan  m a s y a r a k a t  d a l a m
kegiatan sosialisasi dan  musyawarah pengambilan
ke.)utusan;

(d) Mc lakukan pendamp ingan  m a s y a r a k a t  d a l a m
kegiatan penyaluran dan pencairan dana bantuan,
sea to p e n y u s u n a n  p e m b u k u a n  d a n  l a p o r a n
pertanggungjawab (pekerjaan dan keuangan);

(e) M e  mfasilitasi dan membantu memecahkan masalah
yai kg dihadapi masyarakat dalam proses rehabilitasi

rekonstruksi perumahan pasca.bencana;
Me Laksanakan tugas- tugas l a i n  d a l a m  r a n g k a
pel aksanaan r e h a b i l i t a s i  d a n  r e k o n s t r u k s i
pa: cabencana s e s u a i  k e b u t u h a n  be rdasa rkan
pei intah dan atau penugasan dari Kepala Pelaksana
BP 3D Kota Palu;
Me !nbuat d o k u m e n t a s i  d a n  l a p o r a n  h a s i l
pel iksanaan kegiatan y a n g  disampaikan kepada
Kal aksa BPBD Kota Palu secara periodik (Laporan
Mii kgguan, Laporan Bulanan dan Laporan Akhir);

h) Bei koordinasi ru t in  dengan BPBD Kota Palu, OPD
tek ais terkait, TPM dan TPW.

i) M e  aksanakan pengawasan dan pelaporan terhadap
Pre gres peker jaan pemanfaatan D a n a  S t imu lan
Tal [un sebelumnya.

j) M e  aksanakan asestment terhadap bangunan rumah
rus ak terhadap data tambahan.

11. ' 'im Pei telamping Masyarakat (TPM)
i a) Met [dampingi T P 4  m e l a k u k a n  pendamp ingan

ma; yarakat d a l a m  k e g i a t a n  sos ia l i sas i  d a n
pengambilan keputusan;

0) Mel ikukan koordinasi dengan pihak-pihak terka i t
unt ik b e r s a m a - s a m a  m e m f a s i l i t a s i  d a n
mer yelesaikan k o n f l i k  s o s i a l ,  k e l u h a n  d a n
pen gad uan masyaraka t  d i  w i l a y a h  t e r d a m p a k
ben .;ana.;

..:[) Berl mordinasi r u t i n  dengan TPW d a n  TP4, ser ta
pen angku kepentingan lainnya.

12. " im Per damping Warga (TPW)

(1)

;g)



1$

(a) Me mbantu T P 4  m e l a k u k a n  p e n d a m p i n g a n
masyarakat d a l a m  k e g i a t a n  sos ia l i sas i  d a n
pe:igarnbilan keputusan;

(b) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terka i t
untuk b e r s a m a - s a m a  m e m f a s i l i t a s i  d a n
me nyelesaikan k o n f l i k  s o s i a l ,  k e l u h a n  d a n
pe:igaduan masyaraka t  d i  w i l a y a h  t e r d a m p a k
be: icana;

(c) Be -koordinasi r u t i n  dengan TPM d a n  TP4, ser ta
pe:nangku kepentingan lainnya.

Tenag a Pendukung Pembangunan (unsur TNI)
(a) Me mbantu m a s y a r a k a t  m e m b a n g u n  r u m a h ,

kh isusnya u n t u k  kategor i  r u m a h  r u s a k  b e r a t
dengan tipe 36 model pabrikan atau konvensional;

(b) I k l  t bertanggungjawab t e r h a d a p  penyelesaian
pelcerjaan pembangunan rumah;

(c) Me mbantu TP4 dan  Penerima Bantuan mengatasi
peimasalahan sosial di lapangan yang terjadi selama
proses pe laksanaan k e g i a t a n  rehab i l i tas i  d a n

onstruksi perumahan pascabencana.

I3AB IV
TAHA'AN PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

4.1. Taha1 Persiaimn
a. P e  f iapan Organisasi Pelaksana Kegiatan

1. Pemeriritah K o t a  Pa lu  mengangkat d a n  menetapkan
I'enggu:la Anggaran (PA), Kuasa  Pengguna Anggaran
( {PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara
Pengeluaran (BP) sesuai kebutuhan;



2. Pemerintah Kota Palu mengangkat dan menetapkan Tim
PengaN ral dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan
Daerat (TP4D);

3. ?emeri l tah Kota Palu mengangkat dan menetapkan Tim
Dendar aping Masyarakat (TPM) di  setiap Kecamatan yang
ii wila!rahnya terdapat Kelurahan terdampak bencana;

4. 'emeri: i tah Kota Palu mengangkat dan menetapkan Tim
)endan iping W i l a y a h  (TPW)  d i  s e t i a p  K e l u r a h a n
erdam Dak bencana;

5. )emeril itah K o t a  P a l u  c . q .  B P B D  melaksanakan
..ekrutrien/seleksi d a n  mengangkat T i m  Pendamping
)erceix tan Pembangunan Perumahan (TP4) dengan
ahapa: a sebagai berikut :
:a) Me: nbentuk Panitia Seleksi dengan Surat Keputusan

Kei gala Pelaksana BPBD;
:b) Pari t ia Seleksi mengumumkan seleksi/rekrutmen

sec Ira terbuka un tuk  umum dengan batas waktu
tent entu;

c) Par itia Seleksi Menetapkan persyaratan, kriteria, tata
car, i dan materi seleksi;

d) Par itia Seleksi mengumumkan hasil seleksi;
e) Par itia Seleksi menyampaikan hasi l  seleksi kepada

Kaliksa BPBD u n t u k  diterbitkan Surat  Keputusan
Pen gangkatan TP4.

b. Pe: Etihani Pembekalan Tim Pendamping
1. )e lat ih;  Pembeka lan  T i m  Pendamping dilaksanakan

)1eh E;PBD K o t a  P a l u  dengan membentuk Pan i t ia
'elaksE na;

2. ) e l a t i l l  tn/Pembekalan diberikan khusus untuk TP4;
3. t n / P e m b e k a l a n  T i m  Pendamping dilaksanakan

lecara )ertahap, yakni sebagai berikut :
a) Pel :tihan Pra Tugas Tim Pendamping; dilaksanakan

settlah kegiatan seleksi Tim Pendamping;
b) Pen .bekalan Te k n i s  Pendampingan; d i laksanakan

secs ra tentative sesuai kebutuhan da lam rangka
mendorong proses percepatan dan atau penyelesaian

alah di lapangan;
4. ) a n i t i a  Pe laksana  k e g i a t a n  p e l a t i h a n /  pembekalan

i nenyia Dkan modul ,  Gar is  Besar Pokok Pembelajaran
GBPP) dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan dalam

: /  Pembekalan;
5. 1 P e l a k s a n a  k e g i a t a n  pelat ihan/pembekalan

nenyia Akan N a r a s u m b e r  d a n  P e m a n d u  s e s u a i
1 :ompet ansi dan materi yang dibutuhkan;



6. Panitir i Pe laksana  k e g i a t a n  pelat ihan/pembekalan
menyi: Lpkan t e m p a t  d a n  s a r a n a  p r a s a r a n a
pelatit an/pembekalan yang representatif.

4.2. Taha] • Pemui:akhiran Data Penerima Bantuan
a. T E  I Lapan proses awal pendataan, validasi dan pengolahan

dE1a pene rima bantuan serta perbaikan rumah dikendalikan
dE I am I  ;idang D a t a  d a n  I n f o r m a s i  P o s  K o m a n d o
Perpanjangan Transis i  Da ru ra t  K e  Pemul ihan Bencana
GI npa B  imi, Tsunami, dan Liquifaksi D i  Kota Palu yang
di itapkait dalam Surat Keputusan Wali  kota Palu Nomor
3(11/1053.13/BPBD/2018;

b. D i c i  S u n  Lt. Keputusan Wal i  ko ta  Palu pada d ic tum "a",
Bi ang c  ata d a n  Informasi  menyerahkan d a t a  wa rga
to lampal: bencana yang telah di validasi sebagai data calon

t erima bantuan kepada Badan Penanggulangan Bencana
Di L rah K  )ta Palu, un tuk  di review lewat BNPB Pusat, agar
kf t kurata n dan kebenaran pengolahan data dapat terpenuhi

c. DV A has i  I review data BNBA yang di lakukan oleh BNPB
Pt :.at d i  cirimkan kemba l i  k e  Pemerintah K o t a  P a l u ,
kc r iudian ditetapkanlah data BNBA penerima dana bantuan
dE IL perbz Likan rumah rusak dalam Surat Keputusan Wali
kc t 3. P a k  , nomor  050/237/Bappeda/2019, d imana da ta
BI 13A y e  ng t e l a h  d i tetapkan a k a n  d igunakan proses
per yalura ri pada tahun 2020;

d. P r  ses val idasi  d a n  pengelolaan d a t a  ca lon  pener ima
bEt.tuan pada  t a h u n  2021,  y a n g  melaksanakan proses
pe r iuktah iran Data BNBA calon penerima adalah BPBD Kota
PE11, den ;an menggunakan fasilitas aplikasi SIAK (Sistim
In i ormasi Administrasi  Kependudkan), d i m a n a  Ap l i kas i
te: beu t  c apat di akses lewat MOU kerja sama dari Tahun
2C: 0 s a m p a i  2 0 2 1  d e n g a n  N o m o r
4'1( I l 166  123/ BPBD/2021 a n t a r a  D inas  Kependudukan
da r Catat  S i p i l  Kota Palu dengan BPBD Kota Palu, untuk
pe T. anganan da ta  BNBA Warga sebagai calon penerima
bar tuan r thabilitasi dan rekonstruksi;

e. P r )  ses pe] aksanaan Validasi dan pemuktahiran data BNBA
ta: ) Lin 2022, BPBD Kota Palu, melakukan metoda sama
se ).-:rti pa is poin (d) melalui aplikasi SIAK (Sistim Informasi
AC I t s i  Kependudukan);

f  D e  i gan nenggunakan  fas i l i tas  ap l i kas i  S I A K  (S i s t im
In: c rmasi Administrasi Kependudukan), BPBD Ko ta  Palu
da T. at melikulcan Pemutakhiran data BNBA calon penerima
ba T. tuan 1 aik tahun 2021 dan 2022, khususnya keakuratan
teit.adapa: data kependudukan;
Ur t uk me. aksanakan Pemutakhiran data penerima bantuan
se. )1gaima na dimaksud, BPBD waj ib  menyiapkan aturan

.,1 keter tuan dalam lembaran tersendiri;

g.



h. P c  rlutakh Iran d a t a  penerima bantuan d i lakukan da lam
ra gka n  iemastikan k u r a s i  d a t a  berdasarkan beberapa
in l ikator ,;ebagai berikut :
1. Te rda r  at data penerima bantuan dengan NIK ganda;
2. Terday at data penerima bantuan fiktif atau palsu;
3. Te r d a r  at data penerima bantuan yang telah menerima

bantuE n serupa dan pihak lain;
4. Te r d a r  at d a t a  pener ima b a n t u a n  dengan  t i n g k a t

kerusa kan rumah yang tidak akurat (Contoh : Harusnya
masuk kategori Rusak Sedang atau Rusak Ringan tetapi
i i tetar kan Rusak Berat atau sebaliknya).

5. t e r d a p  at penyintas yang belum terdaftar dalam Data
Penerii na Ban tuan  y a n g  t e l a h  di tetapkan o l e h  S K
Waliko a

4.3. Tahar 3osiali sass
a. S o  ; alisasi Tingkat Kota

I. 3osia1i  Iasi bertujuan u n t u k  menjelaskan keseluruhan
ahapa a proses kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
)erunm han pascabencana yang telah ditetapkan dalam
3etunji Lk Teknis;

2. 3os ia l i :as i  dilaksanakan di tingkat Kota;
3. >elaksE na kegiatan sosialisasi adalah BPBD;
4. )ese r ta  sosialisasi terdiri dan TPN, Satgas P4MP, BPBD

)rovins.,i, Walikota, Forkompinda, OPD terkait ,  BPBD
(Iota l u ,  Tim Teknis, TP4D, Inspektorat, BPKP, BPKAD,

' 'APD, ,embaga Perguruan Tinggi dan Lembaga-Lembaga
ainnya yang dipandang kompeten, Perwakilan Tokoh
ilasyarikat, To k o h  Agama d a n  To k o h  A d a t ,  s e r t a
)rganifasi Non Pemerintah dan Media Massa;

5. I a r a s u  nber sosialisasi dibagi dalam dua kategori, yakni
TIarasu nber Utama dan Narasumber Pendamping;

6. 1  Iarasu nber Utama adalah Kalaksa BPBD Kota  Palu
dengan tugas pokok menjelaskan keseluruhan tahapan
I roses cegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan
pascabc ncana yang telah ditetapkan da lam Petunjuk
'eknis;

7. 11arasu.nber Pendamping terd i r i  d a r i  Walikota, TPN,
1 :alaksE B P B D  Provinsi  d a n  narasumber l a i n  y a n g

ipandE ng p e r l u  dengan t u g a s  p o k o k  memberikan
tressir g, mot i vas i ,  a d v i s e  d a n  peng-uatan l e b i h

riendalim terkai t  dengan prinsip-prinsip dan  strategi
alam 1 elaksanaan kegiatan;

b. Sof. i disasi Kelurahan
1. o s i a l i s a s i  bertujuan u n t u k  menjelaskan keseluruhan

tthapan proses kegiatan rehabilitasi dan  rekonstruksi



perun- ahan pascabencana yang telah ditetapkan dalam
Peturt uk Teknis;

2. Sos ia l  sasi dilaksanakan di tingkat Kelurahan;
3. Pelaksana kegiatan sosialisasi tingkat Kelurahan adalah

BPBD K o t a  P a l u  bekerjasama dengan  Pemerintah
KelurE .han didampingi secara teknis oleh TP4, TPM dan
TPW;

4. Pesert  sosial isasi t ingkat Kelurahan terdiri  dari BPBD
Kota Palu, Camat, Dan Sub Satgas P4MP, TPM, Lurah
dan u  nsur Pemerintahan Kelurahan, Lembaga-Lembaga
Sosial y a n g  a d a  d i  Kelurahan,  Perwaki lan To k o h
Masyarakat Kelurahan, Tokoh Pemuda Kelurahan, Tokoh
AgamIL Kelurahan, Tokoh Adat  Kelurahan dan seluruh
peneri ma bantuan.

5. Narasumber sosialisasi terdiri dari TPN, BPBD Kota Palu
dan t rasumber  lain yang dipandang perlu;

c. Sc iialisas i Khusus
Du am s i  tuasi d a n  kondis i  ter tentu yang  menyebabkan
kc ratan Sosialisasi Ko ta  ataupun Sosialisasi Kelurahan

Lk dapat dilaksanakan, maka  BPBD Kota Palu dapat
m .aksan. Akan kegiatan sosialisasi dengan cara-cara sebagai
b( i ikut :
I. M e n y i  ipkan materi sosialisasi (dapat berupa lembaran,

spand 21c, b a n n e r ,  v i d e o ,  d l l )  d a n
diganc akan/diperbanyak s e s u a i  k e b u t u h a n  u n t u k
diedarcan/diumukan k e  masyarakat dan  a tau  p ihak-
pihak yang membutuhkan;

2. M e l a k t k a n  sosialisasi kepada masyarakat pener ima
bantul to secara door to door dan atau melaksanakan
pertert [Ilan sangat  terbatas dengan ter leb ih d a h u l u
berkoc rdinasi dengan Pemerintah Kelurahan setempat.

3. U n t u k  memperluas informasi terkait kegiatan sosialisasi,
BPBD Kota Palu dapat bekerjasama dengan pihak media
cetak, elektronik dan atau media online.

4.4. Tahai i Penya luran dan Pencairan Dana Bantuan
a. Pe  yalura D a n a  Bantuan

1 Kepala Pelaksana B P B D  K o t a  P a l u  menyampaikan
permo:lonan pembukaan rekening Penerima Bantuan
kepadk L Bank  Pemerintah yang telah d i tun juk  dengan
melam pirkan d a f t a r  pener ima b a n t u a n  y a n g  t e l a h
ditetar kan dengan  Keputusan Wa l i ko ta  d a n  a t a u
persya -atan lain yang ditetapkan oleh Pihak Bank. Daftar
penerit na b a n t u a n  sedik i t -d ik i tnya m e m u a t  n a m a ,
alarnat /domisili, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).



2. Ke3ala Pelaksana BPBD K o t a  P a l u  mengajukan
pei mohonan rekomendas i  p e n y a l u r a n  k e p a d a
WE likota P a l u  c . q  B P K A D  K o t a  P a l u  d e n g a n
me lampirkan
(a) Rekapitulasi data penerima bantuan yang akan

menerima penyaluran dana bantuan;
(b) SK Walikota tentang penetapan data  penerima

bantuan;
(c) Pakta In teg r i tas  y a n g  d i tandatangani  o l e h

penerima bantuan di atas materai cukup;
(d) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban M u t l a k

yang ditandatangani oleh penerima bantuan d i
atas materai cukup;

(e) Fotocopy KTP dan KK penerima bantuan;
(1) Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Kota Palu c.q. Dinas Kependudukan
dan Ca ta tan  S i p i l  ( khusus  u n t u k  pener ima
bantuan yang berada di luar wilayah Kota Palu);

(g) Surat Ke te rangan  y a n g  d i k e l u a r k a n  o l e h
Pemerintah Kelurahan, k h u s u s  u n t u k  l okas i
rumah yang akan dibangun berada di kelurahan
yang berbeda dengan alamat yang tertera dalam
KTP;

(h) Tanda ter ima penyaluran d a n a  bantuan yang
ditandatangani oleh penerima bantuan dan pihak
BPBD Kota Palu;

3. Kepa la  BPKAD melaksanakan proses penyaluran
dal to bantuan 100% ke rekening penerima bantuan
me alui Bank Penyalur yang telah d i tunuk  sesuai
derLgan mekanisme, sya ra t  d a n  ketentuan y a n g
ber laku;

I. P e r  erima Bantuan  dengan didampingi o l e h  TP4
me igajukan permohonan rekomendasi pencairan
ker.ada Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu dengan
me ampirkan persyaratan sebagai berikut

(a) 3 e n e r i m a  B a n t u a n  R u m a h  R u s a k  B e r a t
Kontraktual)
1) Surat Pernyataan Penetapan Pi l ihan Model

Rumah d a n  P i h a k  Kontraktor  y a n g  a k a n
mengerjakan;

2) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3)
yang ditandatangani d i  a tas materai cukup
oleh P i h a k  Per tama (Pener ima Ban tuan )
sebagai pember i  peker jaan dengan  P i h a k
Kedua (Pihak Kontraktor) sebagai penerima
pekerjaan;

I 3) Gambar D e s a i n /  Model R u m a h  d a n  R A B



pembangunan rumah;
(4) Rencana dan jadwal pekerjaan pembangunan

rumah;
(5) Dokumen b u k t i  kepemi l ikan l a h a n  t a p a k

pembangunan r u m a h  a t a s  n a m a  Penerima
Bantuan;

(6) Hasil verifikasi teknis progres pekerjaan rumah
100% oleh TP4 yang sudah dievaluasi d a n
disetujui oleh Tim Teknis terkait;

(7) Dokumen F o t o  P r o g r e s s  P e k e r j a a n
Pembangunan Rumah 100%;

(8) Laporan Pertanggungjawab.
(b) Penerima Bantuan Rumah Rusak Berat (Mandiri)

Te rmin I
( 1) Surat  Pernyataan Penetapan P i l i h a n  M o d e l

Rumah;
(2) Gambar Desa in /Mode l  R u m a h  d a n  R A B

pembangunan rumah;
(3) Rencana d a n  jadwal  pekerjaan pembangunan

rumah;
(4) Copy dokumen buk t i  kepemilikan lahan tapak

pembangunan r u m a h  a t a s  n a m a  Pener ima
Bantuan;

(5) Dokumen Fo to  0 %  yang  menunjukkan l ahan
tapak r u m a h  s u d a h  dibersihkan d a n  s u d a h
diratakan.

Te rniin II
(1) Hasil verifikasi tekn is  progress 35% pekerjaan

fisik r u m a h  Te rm in  I  o l eh  TP4  y a n g  sudah
dievaluasi dan disetujui oleh Tim Teknis terkait;

(2) Dokumentasi F o t o  Progress Pekerjaan F i s i k
Rumah 35%;

(3) Laporan Pekerjaan Fisik dan Keuangan Termin I;
(c) Pe lerima bantuan Rumah Rusak Berat (Reimburse)

(1) Copy dokumen buk t i  kepemilikan lahan tapak
pembangunan r u m a h  a t a s  n a m a  Pener ima
Bantuan;

(2) Hasil Verifikasi Teknis TP4 yang sudah dievaluasi
dan disetujui Tim Teknis terkait;

(3) Dokumentasi f o t o  r u m a h  yang  sudah  selesai
dibangun;

(4) Laporan P e r t a n g g u n g j a w a b a n  d e n g a n
melampirkan buk t i -buk t i  pengeluaran be lan ja
material dan upah tenaga/tukang senilai bantuan
yang telah ditetapkan.



(d) Pe ierima Bantuan Rumah Rusak  Sedang/Ringan
(Alvan Memperbaiki)
(1) Copy dokumen bukti kepemilikan lahan tapak

pembangunan r u m a h  a t a s  n a m a  Pener ima
Bantuan;

(2) Dokumentasi foto rumah yang akan diperbaiki;

(e) Pe ierima Bantuan Rumah Rusak  Sedang/Ringan
(R(4mburse)
(1) Copy dokumen buk t i  kepemilikan lahan tapak

pembangunan r u m a h  a t a s  n a m a  Pener ima
Bantuan;

(2) Dokumentasi foto rumah yang sudah diperbaiki;
(3) Laporan P e r t a n g g u n g j a w a b a n  d e n g a n

melampirkan buk t i -buk t i  pengeluaran be lan ja
material d a n  u p a h  t e n a g a /  tukang, s e r t a
dokumentasi foto rumah yang sudah diperbaiki.

b. Kelentuar Pencairan Dana Bantuan
1. Kategcr i  Rumah Rusak Berat (RRB) Model Pabrikasi

(a) Pencairan d a n a  bantuan u n t u k  kategori R u m a h
Ru sak Berat (RRB) Model Pabrikasi dilakukan 1 (satu)
ter min pencairan (100%) sete lah r u m a h  selesai
dit angun oleh Pihak Kontraktor.

(b) BP 3D Kota Palu menyerahkan buku rekening yang
sue lah terisi dana bantuan kepada penerima bantuan
dan selanjutnya penerima bantuan dapat melakukan
per icairan di Bank Pemerintah yang ditunjuk;

(c) Per ribayaran kepada P ihak  Kontraktor  d i lakukan
der igan c a r a  pemindahbukuan d a r i  R e k e n i n g
Perierima Bantuan k e  Rekening Pihak Kontraktor
der.gan ter lebih dahu lu  menyiapkan ber i ta  acara
per ibayaran yang ditandatangani d i  a tas  materai
cul :up oleh kedua belah pihak.

2. Katego R u m a h  Rusak Berat (RRB) Model Konvensional
Kontra ctual (Dibangun Oleh Pihak Kontraktor)
a) Per cairan d a n a  bantuan u n t u k  kategori  R u m a h

Rutak Berat (RRB) Model Konvensional Kontraktual
dilakukan 1 (satu) termin pencairan (100%) setelah
run Lah selesai dibangun oleh Pihak Kontraktor.

b) BPI ID Kota Palu menyerahkan buku rekening yang
sudah terisi dana bantuan kepada penerima bantuan
dan selanjutnya penerima bantuan dapat melakukan
pen .7airan di Bank Pemerintah yang ditunjuk;

c) Pen .bayaran kepada P i h a k  Kontraktor  d i lakukan
dengan c a r a  pemindahbukuan d a n  R e k e n i n g
Pen .rima Bantuan k e  Rekening Pihak Kontraktor



deitgan ter lebih dahu lu  menyiapkan ber i ta  acara
per nbayaran yang ditandatangani d i  a tas  materai
cu] aip oleh kedua belah pihak.

3. Kategcr i  Rumah Rusak Berat (RRB) Model Konvensional
Mandi: ( D i b a n g u n  Secara  M a n d i r i  o l e h  Pener ima
Bantu; m)
(a) B  'BD Kota Palu menyerahkan buku rekening yang

st ;dah t e r i s i  d a n a  b a n t u a n  kepada  pener ima
bantuan dan selanjutnya penerima bantuan dapat
m elakukan pencairan d i  B a n k  Pemerintah yang
di tunjuk sesuai dengan termin;

(b) 1:1 ncairan dana  bantuan u n t u k  kategori Rumah
RI mak Berat  (RRB) Model  Konvensional Mandi r i

ng dibangun secara mandiri  dilakukan dalam 2
(d la) t e r m i n  sebelum peker jaan se t iap  t e r m i n
di -nulai dengan pembagian sebagai berikut:
(1 Ter ra in  I  40 % x Nilai Bantuan (Rp. 50.000.000)

= Rp. 20.000.000
(2, Termin  II 60 % x Nilai Bantuan (Rp. 50.000.000)

= Rp. 30.000.000
4. Katego R u m a h  Rusak Sedang (RRS) dan Rumah Rusak

Ringan (RRR)
a) P e  ncairan dana  bantuan u n t u k  kategori Rumah

Rt isak Sedang (RRS) d a n  Rumah Rusak Ringan
(RRR), b a i k  u n t u k  y a n g  s u d a h  melaksanakan
pe rbaikan m a u  pun y a n g  a k a n  melaksanakan
pe rbaikan dilakukan dalam 1 (satu) termin (100%)
se 5uai dengan nilai bantuan yang telah ditetapkan;

b) B I  BD Kota Palu menyerahkan buku rekening yang
su dah t e r i s i  d a n a  b a n t u a n  k e p a d a  pener ima
ba ntuan dan selanjutnya penerima bantuan dapat
molakukan pencairan d i  B a n k  Pemerintah yang
dig unjuk;

4.5. Tahap Pelaksanaan Pembangunan Rumah (Khusus Rumah
Rusak 3erat)
a. M c  : el Pabi ikasi Kontraktual

Pei bangu tan r u m a h  m o d e l  p a b r i k a s i  k o n t r a k t u a l
dil; i csanak an sebelum pencairan dana  bantuan, dengan
tar ; .pan d; n ketentuan sebagai berikut :
1. ' a r a  pene r ima  b a n t u a n  d e n g a n  d idamp ing i  T P 4

nenyia pkan surat pernyataan penetapan pil ihan model
umah pabrikasi type 36 m2 dan Pihak Kontraktor yang
tkan n engerjakan;

2. r lenan i  latangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
SP3) e ntara Pihak Pemberi Kerja (Penerima Bantuan)

ilengan Pihak Penerima Pekerjaan (Pihak Kontraktor)



yang berisikan kesepakatan tentang Desain/model
rumal L, nilai kontrak, jadwal dan tahapan pekerjaan,
mekai Lisme pembayaran, h a k  dan kewajiban, sanksi-
sanks dan ketentuan lainnya yang dipandang perlu oleh
kedua belah pihak;

3. Pihak Kontraktor wajib menyiapkan Tenaga Kerja dan
apabil a Tenaga Kerja  tersebut berasal d a r i  warga
setem at  m a k a  P i h a k  k o n t r a k t o r  d i h a r u s k a n
memb erikan pembekalan ketrampilan/pelatihan;

4. Pihak Kontraktor melaporkan j a d w a l  pelaksanaan
pekerj aan kepada Penerima Bantuan dan TP4;

5. Pihak Kontraktor melaksanakan pembangunan rumah
sesuai SP3 dan syarat ketentuan pembangunan RTG;

6. Para penerima bantuan  dengan didampingi T P 4
melak ikan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan rumah.

b. TA:  del Konvensional Kontraktual (Dibangun Oleh Pihak
1(4 itraktc r)
PE abangunan rumah model konvensional kontraktual oleh
Pi - ak Ko ntraktor dilaksanakan sebelum pencairan dana
bk i ituan, dengan tahapan dan ketentuan sebagai berikut :
1. P a r a  penerima bantuan  dengan didampingi T P 4

menyiapkan surat pernyataan penetapan pilihan model
rumal konvensional kontraktual type 36 m2 dan Pihak
Kontr€.ktor yang akan mengerjakan;

2. Menar  datangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
(SP3) antara Pihak Pemberi Kerja (Penerima Bantuan)
dengan Pihak Penerima Pekerjaan (Pihak Kontraktor)
yang berisikan kesepakatan tentang Desain / model
rumah, nilai kontrak, jadwal dan tahapan pekerjaan,
mekan isme pembayaran, h a k  dan kewajiban, sanksi-
sanksi dan ketentuan lainnya yang dipandang perlu oleh
kedua belah pihak;

3. P ihak  Kontraktor wajib menyiapkan Tenaga Kerja dan
Tenaga Ker ja  tersebut berasal d a r i  warga

seteml m a k a  P i h a k  k o n t r a k t o r  d i h a r u s k a n
memb :rikan pembekalan ketrampilan/pelatihan;

4. P ihak  Kontraktor melaporkan jadwa l  pelaksanaan
pekerj Lan kepada Penerima Bantuan dan TP4;

5. P ihak  Kontraktor melaksanakan pembangunan rumah
sesuai SP3 dan syarat ketentuan pembangunan RTG;

6. P a r a  penerima bantuan  dengan didampingi T P 4
melakl.kan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan rurnah.

c. M «  [el Pah rikasi dan atau Konvensional Mandiri (Dibangun
Se tra  Ma adiri Oleh Penerima Bantuan)
Pe: t bangu aan r u m a h  m o d e l  pabr ikas i  d a n  a t a u
ko: t iensional mandiri dilaksanakan setelah pencairan dana



irtuan set iap termin,  dengan tahapan d a n  ketentuan
set agai b4Tikut
1. P a r a  pene r ima  b a n t u a n  d e n g a n  d idamp ing i  T P 4

menyitpkan surat pernyataan penetapan pil ihan model
rumal. Konvensional Mandiri type 36 m2;
Para Pener ima B a n t u a n  d e n g a n  d idamp ing i  T P 4
menyi tpkan g a m b a r  d e s a i n  r u m a h ,  d o k u m e n
perenc anaan teknis (DED) dan Rencana Anggaran Biaya
(RAB) pembangunan r u m a h  sesua i  dengan  s y a r a t
ketentuan RTG;

3_ P a r a  p e n e r i m a  b a n t u a n  d i d a m p i n g i  T P 4  w a j i b
men3ri, ipkan Te n a g a  K e r j  a y a n g  c u k u p  d e n g a n
melan pirkan n a m a - n a m a  t e n a g a  y a n g  a k a n
melak ;anakan pembangunan rumah;

4. P a r a  Penerima bantuan melaksanakan pembangunan
rumat sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar yang
telah c .itetapkan;

5. P a r a  pene r ima  b a n t u a n  d e n g a n  d idamp ing i  T P 4
menyi: sun jadwal pekerjaan pada setiap termin;

6. P a r a  p e n e r i m a  b a n t u a n  d a p a t  m e l a k s a n a k a n
pemba ngunan rumah secara sendiri (perorangan) a tau
secara kolektif (berkelompok) dengan membentuk panitia
pemba ngunan atau sejenisnya yang ditetapkan dalam
musya warah y a n g  d i h a d i r i  o l e h  s e m u a  a n g g o t a
kelomi ook.

d. 3 n a h  s a k  Berat Telah Dibangun Terlebih Dahulu
(R mburs
1 A p a b i l a  Penerima Bantuan untuk kategori Rumah Rusak

Berat t e lah  membangun rumahnya  ter lebih d a h u l u
sebelu: n Juknis ditetapkan, maka yang bersangkut tetap
berhak mener ima ban tuan  sesuai  n i l a i  y a n g  t e l a h
ditetar kan dengan ketentuan sebagai berikut
a) m e l a k u k a n  verifikasi teknis un tuk  memastikan

rur iah yang  dibangun te lah  memenuhi  standard
mit Limal Rumah Tahan Gempa (RTG). Hasil verifikasi
tek ais dievaluasi d a n  d isetu ju i  o leh  T i m  Tekn i s
terl

rumah tersebut telah memenuhi standard
Mir iimal RTG berdasarkan has i l  verif ikasi tekn is ,
ma (a pencairan di lakukan cukup  1  (satu) termin
(10)%) sesuai dengan syarat dan  ketentuan yang
tele h ditetapkan dalam Petunjuk Teknis;

c) Ape bila rumah yang telah dibangun tidak atau belum
mei nenuhi standard minimal Rumah Tahan Gempa,
ma (a TP4 dengan sepengetahuan dan persetujuan
Tin Te k n i s  te rka i t  merumuskan langkah-langkah
yan g diperlukan, antara lain :

b)



(I) Memberikan rekomendasi perbaikan/peningkatan
struktur dengan segala konsekuensi yang melekat
di dalamnya dan atau;

(2) Memberikan rekomendasi agar penerima bantuan
membangun rumah di lahan yang baru (ex-situ).

(3) Apabila p e n e r i m a  b a n t u a n  t i d a k  b e r s e d i a
mengikuti rekomendasi dari  TP4, maka dana d i
rekening penerima bantuan akan dibekukan.

4.6. Taha M o n i t  oring dan Evaluasi
a. M  nitorin g dan Evaluasi Tingkat Provinsi

1. Moni tor ing  dan  evaluasi bertujuan u n t u k  membahas
capaie n progress dan permasalahan yang dihadapi dalam
pelakE anaan rehab i l i tas i  d a n  rekons t ruks i ,  s e r t a
merur iuskan r e k o m e n d a s i - r e k o m e n d a s i  y a n g
dibutt hkan u n t u k  meningkatkan k iner ja  d a n  m u t u
pelake anaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;

2. M o n i t i  wing d a n  evaluas i  d i laksanakan o l e h  B P B D
Provin si dan  a tau  Satgas P4MP dalam bentuk Rapat
Koord: nasi (Rakor) setiap awal bulan;

3. Pese r t i  Rakor terdiri dari Deputi RR BNPB, Gubernur,
Forkompinda Provinsi, TPN,  B P B D  Provinsi, Satgas
P4MP, Walikota, BPBD Kota Palu, TP4D Kota Palu, TPM
Kota F alu, OPD terkait Kota Palu, Tim Teknis Kota Palu,
Lembo ga Perguruan T i n g g i  d a n  Lembaga-Lembaga
lainny t yang dipandang kompeten, Perwakilan Tokoh
Masya rakat, To k o h  Agama  d a n  To k o h  A d a t ,  s e r t a
Organ sasi Non Pemerintah dan Media Massa;

4. Naras i  imber Rapat Monitoring dan Evaluasi dibagi dalam
dua IcLtegori, yakni Narasumber Utama dan Narasumber
Pend& nping :
(a) Na -asumber Utama adalah BPBD Kota Palu dengan

tuk .as pokok menyampaikan capaian progress dan
pei masalahan p e l a k s a n a a n  r e h a b i l i t a s i  d a n
reli onstruksi perumahanan dalam bulan berjalan;

(b) Na:-asumber Pendamping t e r d i r i  d a r i  Komandan
Sal gas P4MP, TPN, Kalaksa BPBD Provinsi d a n
nayasumber lain yang dipandang perlu dengan tugas
poi:ok member ikan  eva luas i  t e r h a d a p  c a p a i a n
prc gress dan memberikan pandangan, arahan dan
asi: tensi terkait penyelesaian permasalahan.

5. D a l a m  situasi dan kondisi tertentu yang menyebabkan
kegiata n monitoring sebagaimana dimaksudkan huru f  a

ate s t i d a k  d a p a t  di laksanakan, m a k a  kegiatan
nonito ring dapat dilakukan dengan mengubah strategi
nelalu p e r t e m u a n  s e c a r a  v i r t u a l  menggunakan
Derang Kat teknologi yang tersedia.



b. M u  iitorinl; dan Evaluasi Tingkat Kota
1. Mon i t c  ring d a n  evaluasi bertujuan u n t u k  membahas

capaia z progress dan permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan rehabilitasi dan  rekonstruksi perumahan
pascal encana, s e r t a  m e r u m u s k a n  r e k o m e n d a s i -
rekomundasi y a n g  d ibutuhkan u n t u k  meningkatkan
kinerja dan mutu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan
rekons truksi perumahan pascabencana;

2. Moni tor ing dan evaluasi dilaksanakan oleh BPBD Kota
Palu d a m  bentuk Rapat Monitoring dan Evaluasi setiap
ikhir  t ulan;

3. ?esertz R a p a t  Monitor ing d a n  Evaluasi  te rd i r i  d a n
Waliko F o r k o m p i n d a ,  TPN, BPBD Provinsi, Satgas
)4MP, BPBD Kota Palu, TP4D, TPM, OPD terkait, Tim
reknis, Lembaga  Perguruan T i n g g i  d a n  Lembaga-
.,embaga lainnya yang dipandang kompeten, Perwakilan
rokoh Masyarakat, Tokoh Agarna dan Tokoh Adat, serta
)rganit asi Non Pemerintah dan Media Massa;

4. 4 a r a s u  mber Rapat Monitoring dan Evaluasi dibagi dalam
lua ka:egori, yakni Narasumber Utama dan Narasumber
)endan 'ping :
a) Narlsumber Utama adalah BPBD Kota Palu dengan

tug is pokok menyampaikan capaian progress dan
pen nasalahan p e l a k s a n a a n  r e h a b i l i t a s i  d a n
rek4 ▶nstruksi perumahanan dalam bulan berjalan;

I b) Narlsumber Pendamping terdir i  dar i  Walikota, TPN
dan narasumber lain yang dipandang perlu dengan
tug) Ls pokok memberikan evaluasi terhadap capaian
prof r-ess dan memberikan pandangan, arahan dan
asis tensi terkait penyelesaian permasalahan.

5. D a l a m  situasi dan kondisi tertentu yang menyebabkan
1:egiatai monitoring sebagaimana dimaksudkan huruf  b

atas tidak dapat dilaksanakan, maka BPBD Kota Palu
capat ]nengubah strategi kegiatan monitoring dengan
aelaku <an per temuan secara  v i r t ua l  menggunakan
ierangl t e k n o l o g i  yang tersedia.

c. M o :  ) [toting dan Evaluasi Langsung Ke Lapangan
1. 1  lonitot ing dan evaluasi bertujuan untuk mengamati dan

I lencat it s e c a r a  l angsung  c a p a i a n  progress  d a n
ermas Mahan d i  l apangan  y a n g  d i hadap i  d a l a m
elaksa -man rehabilitasi dan  rekonstruksi perumahan
ascabt ncana, s e r t a  m e r u m u s k a n  rekomendas i -

r!komendasi y a n g  d ibu tuhkan u n t u k  meningkatkan
inerja dan mutu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan
.konst.-uksi perumahan pascabencana;



2. Mon i t l  wing d a n  evaluasi di laksanakan o l eh  masing-
masing pemangku kepentingan yang jadwal dan waktu
kunju agan k e  lapangan dikoordinasikan o leh  BPBD
Provin si Sulawesi Tengah dan BPBD Kota Palu;

3. P a d a  :Laat kunjungan lapangan dilaksanakan, minimal di
lokasi harus hadir masyarakat penerima bantuan, Lurah,
unsur TPM, u n s u r  TPW, TP4 d a n  perwakilan Tokoh
Masye rakat setempat.

4. Dalarn si tuasi dan kondisi tertentu yang menyebabkan
kegiat m monitoring lapangan t idak dapat dilaksanakan
denga:l melibatkan banyak  p ihak ,  m a k a  monitor ing
lapanE an tetap dapat dilaksanakan dengan metode door to
door s ampling atau mengunjungi rumah ke rumah secara
acak dan dalam jumlah peserta yang sangat terbatas.

4.7. Lapo: i La Pert anggungjawaban
a. Per ;r ima b a n t u a n  w a j i b  m e n y u s u n  l a p o r a n

per t inggur .gjawaban (LPJ) a tas  dana bantuan yang telah
dig .:_nakan un tuk  kegiatan pembangunan/perbaikan rumah,
did E mping oleh TP4;

b_ L I  d i s u s  un oleh masing-masing penerima bantuan, kecuali
ye i ig men ibangun/memperbaiki rumah secara berkelompok
4th I tat mei iyusun LPJ secara kolektif.

c. L I  d i tandatangani  oleh masing-masing penerima bantuan
at u  oleh Ketua Kelompok (Panitia Pembangunan) bagi yang
m mbang m/memperbaiki rumah secara kolektif, diperiksa

disett ijui oleh TP4, serta diketahui oleh Lurah;
d. L I  < < disampaikan kepada Wal ikota c .q .  Ka laksa BPBD

de i Lgan m .lampirkan
1. I lukti-b ukti pengeluaran be lan ja  mater ia l  d a n  u p a h

I enaga/ tukang, kecuali yang membangun rumah model
labrika si d a n  k o n v e n s i o n a l  k o n t r a k t u a l  c u k u p

tielamy irkan ber i ta  acara pembayaran d a r i  penerima
1 iantuat kepada pihak kontraktor;

2. I >okum mitasi f o t o  r u m a h  y a n g  s u d a h  s e l e s a i
ibangt .n/ diperbaiki;

e. L I ,  d i s u 3 u n  da lam b e n t u k  dokumen d a n  digandakan
se :anyak 4  rangkap dengan yang asli. Masing-masing 1
(s: u )  ekEemplar un tuk  :  Walikota c.q. Kepala Pelaksana
BI '3D, TP4 E, Lurah dan Penerima Bantuan.



BAB V
PENUTUP

5.1. Petur u k  Tekn is  Rehabilitasi d a n  Rekonstruksi Perumahan
Pasck. 1 Iencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi Kota Palu
Provi 13i Pro' insi Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai acuan
dalar pe laksanaan  percepatan keg ia tan  rehabi l i tas i  d a n
rekor! truksi perumahan, serta pemanfaatan dana hibah demi
terca. t inya h a s i l  y a n g  o p t i m a l  s e r t a  memenuh i  s y a r a t
akun,Lbilitas.

5.2. Hal-I. 1 yang belum diatur dalam Juknis ini dan atau beberapa
keten Jan d d a m  Juknis in i  masih membutuhkan penjabatan
secar k lebih Dperasional berdasarkan situasi dan kondisi serta
kebul ' I lan di  lapangan, makes Pemerintah Kota Palu Palu c.q.
BPBE K o t a  Palu dapat  menyiapkan a tu ran  d a n  ketentuan
terse] l i r i  da  am bentuk Standard Operasional Prosedur (SOP)
yang d i t e t a  )kan berdasarkan S u r a t  Kepu tusan  K e p a l a
Pelak 3 Ana BF BD Kota Palu.

5.3. Dalai i
BPBE
peme
rehat
meng
petur

5.4. Demi a n  13( tunjuk Tekn is  i n i  d i susun  a g a r  dapa t  dapa t
meml ; intu k e l a n c a r a n  p e l a k s a n a a n  r e h a b i l i t a s i  d a n
rekon t ruks i  pe rumahan  pascabencana. A p a b i l a  t e rdapa t
kekel u a n  akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

salin

rangk i pelaksanaan kegiatan pendampingan masyarakat
Kota fa lu  dapat menjalin kerjasama dengan pihak non-
ntah guna mendorong proses percepatan pelaksanaan
itasi J a n  rekonstruksi  pascabencana dengan t e t a p
:uti katentuan d a n  mekanisme y a n g  d i a t u r  d a l a m
ik  tela Lis.

sesuar dengan asliny,
pala Bagian Hukum,

_
17205(.4 199503 2 005
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WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID


